PEMERINTAH KOTAMADYA DAEROSH TINGKAT 11

MUJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG
BAJAK RADIC DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTOQ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL IKGTAMADYA KEFPALA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

bahwa berhubung ketentuan—ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kotamadya Daerak Tingkat 11 Mojokerto Nomor 4
tahun 1959 vyang telah diubah/ditambah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Majokerto Nomor 8 tahun 1991 ternyata sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini,
maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan
diganti dengan Peraturan Daerah Induk Baru.

1. Undang-undang Momor 17 Tahun 1950 tentang Pemben—
tukan Daerah Kota Kercil dalam l.ingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawe TengahfJawa Barat

2. Undang—-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum FPajak Daerah (Lembaran Negara
Repubrlik Indonesia Tabun 1937 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1267) H

Z. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penye-
rabhan Pajak-pajak Negara Bea Balik Kendaraan
Bermotor, Pajak BHarngsa ésing dan Pajak Radio
Kepada Baerah, {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2841} ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tabun 1971  tentang Pokok-
pokok Pemerintakhan di Daerah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomar 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)

3. Peraturan Peomerintah Nomor 47 Tahun 19872 tentang
Perubahan Hataz Wilayab Katamadya Daerah Ting—
kat I HMojokcrto {Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 3242) H

6. Keputusan Menter: Dalam Negeri  Momor 23 Tahun
1986 tentang Hotentuan Umum  mengenai Penyidik
Pegawai MNegeri  Sipil di o Lingkungan Pemerintahb
Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 841 Tabun
1793 . tentang Bentuk Peoraturan Paerah dan
Peraturan Daerah Perubahan



8. Peraturan haerair  WKolamadys Dasrah Tingkat 11
Mojokerio MNomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik
Pegawai MNegeri  Sipil di ingkungan Pemerintah
Kotamadya Dacrah Timgkat I1 Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Porwaktian [fakyat Dacrah  Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto,

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1 MOJO-

KERTO TENTANG PAJIJNK RADLIO DALAM KOTAMADYH  DNAERAH
TINGKAT I1 MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud de-

ngan

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto H

b. Walikotamadva kepala BDaerah Tingkat I , adalah
Walikotamadya kepala Dacrah Tingkat 11 Mojokertos

c. Pejabat Dacrah, adalah pegawai dalam lingkungan
Pemerintah Daerah  kKobtamadya Daerah Tingkat 11
Mojokerto yang ditunjuk oleh Kepala Daerabh g

d. Radio, adalah Posawat penerima suara dalam arti
cemua alab yang dapat digunakan untuk menerima
gelombang radic ;

c. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintab Katamadya Dae—
rah Tingkat 1[I Mojokerto.

B AB It
PENDAF T ARAN

Pasal 2

(1) Setiap radiao yang dimiliki dansatau dipakal da-
1am Wilayah Kotamadya Daerah Yingkat 1I Mojo-
kerto harus didaftarkan kepada Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat 11 selambat-lambatnya 30
(tiga puiuh) hari sejak dimiliki atau dipakai ;3

(2} Tata cara dan tompat pendaftaran ditetapkan oleh
¥Kepata Dasrah.

B n 8 11l
NAMA, WILNYAH, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

Hamal 3

(1) Dengan nama Paiak Radic dipungut paiak atas pe-
milikan dan‘faleu prmakaian radio dalam Wilayah
Kotamadya Dacrah Pingkabt 11 Mojokerto.



(2) fibyek Pajak adeich boaddas

{3) Wajib paisk adiah vrang  ateu badan yang  me—
miliki dan/ata  acmakal radio

{1) Kepala Keluarga ditectapkan .scbaqal 22NANggUNg
pajak atas radio yang memiliki dandatau tdipakal
oleh anggota keluarga.

Pasal 1

Pengenaan  Pajak  sebagaimana  dimakeud cdatam
Fazal 3 Peraturan Daegrah ini, dikecualikan bagr =

a. Radio yang digunakan untuk kepentingan Dinas/Ins-
tansi baik untuk mengawasi Siaran Radio mau Bun
vang disediakan untuk kepentingan umum ;

b. Radio yang digunakan untuk kepentlnqun Pendidikan
dan Ketrampilan

c. Radio yang dijual belikan/dipergunakan oleh pe-—-
dagang Rdio ditempat penjualan  yang selebihoya
dari satu pesawat don Jiltr-oatkan  ditempat pen-—
Hualan yanyg nah g

d. Radio yang sudah tidek dapat dipakai  lagi/rusak
dengan wyarat  cudaeh dileporkan  kepada Pejabat
yang berwoenang.

B A B IRY

TAHUN PAJAK TARIP PAJAK AN
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5
(1) Tahun Pajak adalah tabun takwin ;

{2} Besarnya Pajak untuk setiap radio ditetepkan se-
besar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah} setiap
tahun.

Pasatl &

(1) Pajak sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 3 Por—
aturan Daerah ini, dibhayar lunas pada saat
pendaftaran atau selambabt-lambatnya pada tanggal
31 December setiap tabur

(2} ¥ewajiban Paal yonyg timbul wessudah  bulan Juni
pada satu tahun pajek,. besarnya pajak ditetapkan
30 %4 {lime puiuh prosent dee: tarip yang berlaku
untuk tahun paiak yong Brrkenoan g

{3} Apabila pembaoyasar pajak untuk Lahun pajak di-—
lakukan selelah lvvu. waktu  sang diteotukan,
maka dikenaken denda crhesar 25 7 (dua pulun
lima prosen) dari pokok pajak.



BAB W
KETEMTUAN PIDANG DAN PENYIDIKAN

Pacal 7

{1) Barang ciapa mclanggar ketentuan—ketentuan dalam
Pasal 2 dan Pasal & Peraturan Dacrah  ini,
diancam dengan pidana kuarungan seclama—lamanya 3
{tiga) bulan ateu denda sebanyak - banyaknya
Rp. 50.000,00 {(lima ouluh rabu rupiah} 3

{2) Tindak pidana sebogaimana dimaksud pada ayat (1)}
fPasal ini, adalah pelanggaran.

Pazal 8

{1) Selain oleh Pejabalt Penyidik Umum, penyidikan
atas pelanggaran tindak pidana sebhacaisialts
ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Dazrah  ini,
dilakukan oleh Penyidik Pegawal MNegeri Sipil di
L ingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan—
nya ditstapkan bordasarkan Poeraturan Perundang-
undangan yang berlaku j

{?) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Feny Lifik
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} Pasal ini,
berwenang =

a. menerima laporan atau pengaduan  dari sese-
orang tentang adanya tindak pidana

b. melakukan tindakan portama pada saat  ita di
tempat kejadian dan melakukan pemcrikszan  ;

c. menyuruh berhonti  tersangka dan menanyakan
surat izin dan alau tanda pengenal diri
tersanghka 3

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat  ;

e. mengambil cidik jari dan memobret seseorang j

f. memanggil sescorang untuk didengar dan dipe-
rikea cebagal tzrsangka atau saksio g

g- mendatangkan orang ahli yang diperiukan dalam
hubungan dengan pemeriksaan perkara

h. mengadakan penghentian penyidikan apabila ti-

dak terdapat cukup bukti  atau porickina
tersebut bukan merupakan pelanggaran dan
selanjutnya Peryildik memberitahukan hal

tercebut kepada penuntut unum, tersangka ataud
keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum ¥ oy
dapat diperianggungjawabikan.

B AB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal g

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturen Dae
rah ini, sepenjang mengenail pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut olch Walikotamadya Kepala Dazrah
Fingkat II.



Pocal iQ

Pengan berlakunya Poraturan Doe: ahb iny, dinva-
takan tidak berlaku lagi Peraturan Lasrah rKotapraia

Mojokerto Nomor 4 tabun 194% tamggal 2& Juni F9AY
herikut Peraturan—peraturain perubahannyva, Lorcwhie
dengan Peraturan Daerah Kotamadva Sooesh Tingkalt i

Mojokerto Nomor B tabhun 1971 tanggal I Aprai 1%91.

Pacal i1

Peraturan Dacrah ini mulai borlaku pada tang-—
gal diundangkan.

fgar setiap orang dapat mengeltahulinga, mome—
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah kotamadya Daerah
Tingkat Il Mojokerto.

bitetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWNAN PERWAKILAN RAKYAT DAERMH WALITROTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKLERTD TINGENT 1Y MOJOKERTO

R.

Ketua,

ttd. Cap. ttd.

SODEHADI TEGOEH S0EJOND, 5.H.



i.

II.

PENJIELMAS AN
nTas

PERATURAN DACRAH KOTEMADYM NERNH TINGKNAT 11 MOJOKERTO
NOMOR 2 TNAHUR 1996

TENTNANG
PAJAK RADIO BALOM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT 1T MOJOKERTO

PENJELASAN UMLM

Peraturan Daerah Kotapraja Moiokertwo Nomor 4 tahun 1967
tanggal 26 Juni 196% tentang mengadakan dan memungut pajak radio
telah beberapa kali mengalami perubahan, terutama mengenail
ketentuan besarnya pajsk.

Perubahan—perubahan dimaksud, telah diadakan sebanyak 4
fempat) kali vyaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Dacrah Tingkat 1Y Mojokerto Nomor 8 tahun 1991 tanggal 1 April
1991.

Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Neger:i Nomor
84 tahun 1993 tentang PBentuk Peraturan Dasran dan  Peraturan
Daer ah P{erubahan tersebut pada ketentuan Pasal 8, bahwa
Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kati
dan seterusnya harus ditctapkan dedngan Peraturan Daerah yang
baru, maka Peraturan Daecrah Kotapraja Mojokerto tersebut  perlu
diadakan perubahan secara menyelarub dan diganti dengan Peraturan
Daerah induk baru.

Dalam Peraturan Pacrah yang baru ini besar pungutan tarip
pajak radio mengalami kenaikkan atau peningkatan lagi, hal ini
karema disesuaikan dengan tingkat harga atau keadaan keuangan
pada dewasa ini. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah quna meaunjang  kebutuhan  Pemer intah Daerah dalam
meningkatkan pelayanan kepada macyarakat.

PENJELAGAN PASNHL. DEMI PASAL

Pasal 1 sampal dengan Pasal 11 : Cukup jelas



